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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa perananan Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat terhadap 

peredaran suku cadang kendaraan bermotor palsu di kota Pontianak baik 

pengawasan langsung dan Tidak Langsung belum berjalan efektif dan 

maksimal dikarenakan masih ditemukan produk-produk palsu dan illegal 

yang beredar di Kota Pontianak.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memiliki beberapa saran-

saran kepada lembaga yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Seksi 

Pengawasan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Kalimantan Barat agar melakukan pengawasan secara mendetail 

kepada para pelaku usaha agar tidak terjadi perdagangan suku cadang 

kendaraan bermotor palsu  atau mempersempit ruang gerak peredaran 

barang palsu di pasaran dengan cara memberikan hukuman sesuai Undang-

Undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta mendampingi konsumen 

yang menjadi korban peredaran barang palsu dalam menempuh jalur hukum 

untuk menuntut haknya. 
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